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DEWAN PERWAKILAN RAT(YAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (06i) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN
DEWAN PEWNilLI\IT RAI(YAT DA"ERAH

KOTA MEDAIT

rroMOR 1 fti 1uo / Kep-DpRD/ tl 2ot9

TEITTANG
PEMBEI{TUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PA-ITITIA KHUSUS PEMBAIIASAN

RANCANGAI| PERATI'RAN DA.ERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERUBAIIAN PERATT'RAN DAERAH KOTA MEDAI{ IYOMOR ll TAHUN 2016

TEI{TAI{G RTT{CANA PEMBANGUNA"IT JANGKA MEI|ENGAH DAERAH
(RPJMDI KOTA MEDAN TAHUN 2016 - 2O2t

DEWAN PERWAKILAIY RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu
dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun
2016-2021,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang
Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-
202r;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tah un 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan;

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor l82,Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lemtraran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahanl,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No.47371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
No.4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 No.20, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia No.4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.21,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
No.4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prorrinsi,
Kabupaten, dan Kota (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentaxg Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20O6 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 20O8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

2 I . Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 5 Tahun 20 16

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,

Tambahan kmbaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 171l 3749 /Kep-DPRD/2015, Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Memperhatikan : BERITA ACARA

MEMUTUSI{AN

Menetapkan KEPUTUS$ DEWAN PERWAXILAI{ RAKYAT DAERAH
T{OTA MEDA.IT TENTANG PEMBENTT'XAI{ KOMPOSISI
PERSONALIA PAITITIA KHUSUS PEMBAIIASAI|
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PERT'BAIIAN PERATI'RAN DAERAH KOTA
MEDAI{ T{OMOR 11 TAHI,'N 2016 TEITTAIYG RINCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MEr{ENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA MEDAN TAHUN 2OL6-2O21.

KESATU Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia
Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Medan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-
2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan
Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata
dikemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan
didalamrlya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal df JANUART 2019

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KOTA MEDAN9P/iA

Ketua,

HUTAGALUT{G, SE, SH, MH\
\ €g r

Tembusan:
1. Walikota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Pertinggal
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWA.IT PERWAITILAN RAI(YAT DAERAH
KOTA MEDAN TEITTANG KOMPOSISI PERSOIYALIA
PANITIA I(IIUSUS PEMBAHASAN RANPERI'A KOTA
MEDAN TENTANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAII KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG R.EITCANA PEMBAITGUNAIT JANGI(A
MENENGAII DAERAII (RPJMD) I(OTA MEDAN TAIIUil
2016-2o2L.

DEWAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH
KOTA MEDAN
' Ketua,/a
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HEI{RYJHOIT HUTAGALUNG, SE, SH, MH
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H. ZULKARNAIN YUSUF NASUTION
EDWARD HUTABARAT
HASYIM, SE
HJ. UMI KALSUM, SH
DTs. DANIEL PINEM
H. SABAR SYAMSURYA SITEPU, SI,KOM
H. ILHAMSYAH, SH
SURIANTO
Drs. PROKLAMASI K. NAIBAHO
DRS. HERI ZULKARNAIN, M. Si
PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST
MUHAMMAD NASIR
H. JUMADI ,SPdI
HJ. HAMIDAH
ZULKIFLI LUBIS
HT. BAHRUMSYAH, SH
DRS. H. HENDRA, DS
HJ. RATNA SITEPU, SH
DRS. S. MARULI TUA TARIGAN
ANDI LUMBAN GAOL, SH
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